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LANDASAN TEORI TENTANG PIDANA MATI

A. Hukum Pidana di Indonesia
1. Sejarah, Pengertian,Dasar dan tujuan Pidana Mati dindonesia
a. Sejarah Pidana Mati di Indonesid

Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ad& segsa
kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukah para raja
untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaiasyanakat
yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mékdkan dalam
berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, damedidengan kuda.

Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan ukagus-
kasus yang menyangkut keselamatan negara, kesalankapala
negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Rada kolonial
hukuman mati diatur di dalam Wetboek van Strafrecht

Saat itu hukuman mati dilakukan dalam berbagai garzg
dapat dikatakan tidak manusiawi, seperti adanyaskastara pemuda
yang merupakan calon perwira muda VOC yang bedusiahun yang
bermesraan dengan gadis yang berusia 13 tahun, gamyda

dipancung dan si gadis didera/dicambuk dengan ba#dengah

! Fatahilla,Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesitgtahilla.blogspot.com diakses tanggal
17 September 2008.
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telanjang di balai kota. Selain itu ada kasus yarggimpa 6 budak
yang dipatahkan tubuhnya dengan roda karena ditudahcekik
majikannya, lalu ada kasus Pieter Elberveld danetzgda orang
pengikutnya karena diduga akan melakukan pembeém@mtalan
akhirnya mereka dihukum mati dengan cara badaningbek menjadi
empat bagian, kemudian potongan badan tersebunhle ke luar
kota untuk santapan burung.

Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yangasaitak
manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saahukum yang
berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial ter&k kejam
karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakauk
melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat beraikup lama
di Indonesia.

Lalu pada masa pemerintahan presiden Soekarno laukarati
tetap diatur di dalam Wetboek van Strafrecht atgydisebut Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat itubedberapa
kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti kasusasawirjo, Kusni
Kasdut, dan tragedi Cikini. Selain itu masih banyakis hukuman
mati yang dijatuhkan pengadilan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepenampi
Soeharto. Banyak pula kasus hukuman mati yang uktak oleh

pemerintah. Namun pada masa ini tidak terlalu tigp¢engkan karena
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pemerintahan saat itu terkenal sangat represifagab besar yang
dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto. Kigsti masih ingat
ketika Petrus menebar teror dengan menembak nagia Saja yang
“dianggap” mengganggu ketertiban. Hal seperti itlalah bentuk
hukuman mati secara terselubung.

Pasca orde baru pemerintahan tiga presiden juggakan
penjatuhan hukuman mati. Bagaimana ketika megawatiolak tiga
permohonan grasi terpidana mati. Pada akhirnyag&eterpidana
tersebut tewas ditangan regu tembak, antara laawi@y. Lain halnya
ketika masa pemeritahan presiden Susilo Bambanghdfaho
(SBY). Tercatat ada beberapa kasus yang di jatahisvhukuman
mati seperti terpidana mati kasus terorisme sep&miirozi, Al
Ghufron, Imam Samudera, Fabianus Tibo cs.

b. Pengertian Pidana Mati

Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasaakayang
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidaraerat. Karena
pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hgkadumanusia
yang sesungguhnya berada ditangan Téhan.

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengéwaoering.

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidaeagath

2 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana lJakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, him.
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mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukédakt pidana
yang diatur dalam undang-undang yang diancam dehgaoman
mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan reyaseseorang.
Padahal setiap manusia memilik hak untuk hitlup.

Hukuman mati merupakan kejahatan Negara pemikiran
(premeditation) dan perencanaan terhadap suatu yrernan yang
dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis datangaterlebih
dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dadndi@strasikan
oleh negaré.

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jdehgan
makna mati dan kematian. Dan dari situlah dapat looden peluang
perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kalmhbyah
katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap matakhir dari
segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiram déhir itu
kematian.Filsafat mereka mengutamakan “tujuan malatan segala
cara”’

Definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalare#lidrasikan

oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai aengng dianut

oleh Negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan.

3 Fatahilla,Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesiatahilla.blogspot.com diakses tanggal
17 September 2008.

* Emilinianus Afendi Laggut, Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem
Pembenarannyawww.pbhi.or.id diakses tanggal 17 September 2008.

® Bismar Siregarislam dan HukumJakarta: Grafikatama Jaya, 1992, him. 26.
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Ada beberapa definisi mati yarRertama,definisi klinis atau
Somatis atau Sistematis yaitu munculnya tanda kematian pada
pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak besingg 3 bagian
tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-faru.

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka
dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidupjafiya masih
berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walalgenmatian otak
masih diuji dan dapat mempuyai tujuan, keabsahaselgagai ukuran
tidak jelas karena sangat memungkinkan terutamgateRkemajuan
teknologi, pasien memperoleh tekrijtugged-in” untuk melanjutkan
pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang ddengar
setelah kematian otak yang nydta.

Ketiga, kematian seluler atau molekuler. Yaitu kematiadapa
tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemusidelah kematian
klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan sulfoubh menurun
dan akhirnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkmygaiKeadaan
demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah orgaal vitbuh tidak
berfungsi®

c. Dasar Pidana Mati

® P. Vijay ChadaCatatan Kuliah llmu Forensik dan Toksiologiakarta: Widya Medika,
1995, him. 46.

” George M. Foster dan Barbara Gallatin Andersantropologi Kesehatan (terjemah)
Jakarta: Ul Press, 1986, him. 353.

8 p.Vijay ChandaQp.Cit, him. 46.
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Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 RUd
pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah saangigokok yang
masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indon®&asal 10 yang
memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dé&nnhan
tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mhatikuman
penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Huksamabahan
terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasaangy tertentu dan
pengumuman keputusan hakim.

Pasal 11 KUHP bunyinya:

Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantang

dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gaigan pada

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat
terpidana berdiri®

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman matr diaam
UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat i

d. Tujuan Pemidanaan

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantias
dihadapkan dengan suatparadoxaliteit yang oleh Hazewinkel-
Suringa dilukiskan sebagai berikut:

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan iddiv
menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung datap
dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemahinNegara
justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi maausirsebut

oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang degkutan
dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah &lagnembela

® KUHAP dan KUHP, tt: Wacana Intelektual, 2006.
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dan melindungi pribadi manusia terhadap serangapaun juga,
sedangkan pada pihak lain pemerintah negara memgeibadi
manusia yang hendak dilindungi dan dibela itd.”

Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan hammiabe

3 (tiga) unsur berikat :

1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangaivétiep)
atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secajar w
dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidardasur
pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korlsgbagai
akibat dari tindakan sadar subjek lain.

2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yaergvenang
secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan
konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebhgsil
keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga larigiasa.
Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakas Heledam
dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengdba
penderitaan.

3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkaitgeaan

hanya kepada subjek yang telah terbukti secaraagentelanggar

hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyargkatn

19 Djoko Prakoso, Nurwachififudi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efeksitdana
Mati di Indonesia Dewasa Injakarta: Ghalia Indonesia, 1984, him. 19.

1 SholehuddinSistem Sanksi dalam Hukum Pidadakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,
him. 71.
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Biasanya teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongssar,
dapat diuraikan sebagai beriKat:
1) Teori absolut atau Teori pembalasan
Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingi
membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang
merupakan efek dari suatu gejala sosial yang norimal
Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilahgyan
memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan nrarkan
pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekeesebut
adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kégahaVienurut
rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disush sbatu pidana.
Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yangimierasio
praktis dengan sendirinya menyusul suatu kejahgdag terlebih
dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersemdlah
sesuatu yang dituntut oleh keadilan é&tis.
Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai peadaa
(retribution):*®
a) Retaliatory retribution berarti dengan sengaja membebankan

suatu penderitaan yang pantas diderita seoran@hmngan

12 Djoko Prakoso, Nurwachi@p.Cit, him. 19.

% 1bid, him. 54.

“Ibid, him. 19.

15 J.E Sahetapysuatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Matatep pembunuhan
berencanaJakarta: Rajawali, 1982, him. 199.
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yang mempu menyadari bahwa beban penderitaan ibatak
kejahatan yang dilakukannya.

b) Distributive retribution berarti pembatasan terhadap bentuk-
bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja #&grhad
mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka dlaiht
memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang diangeajo
dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap
bentuk-bentuk pidana.

c) Quantitative retribution berarti pembatasan terhadap bentuk-
bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari peéasaa
sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampauatus
tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kegahgéng
telah dilakukan.

Kant pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiama ya
melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananyhetdasarkan
asas pembalasan karena disyaratkan oleh perinta ydak
bersyarat dari akal yang praktfs.

2) Teori relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah

pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebabtujuan dari

pemidanaan adalah menghindarkan (preverensi) diaiaya

18 1pid, him. 201.
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suatu pelanggaran hukum. Sifat preverensi dari geemaian ialah
preverensi umum dan preverensi khuSus.

Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaa
yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujyeala
khalayak ramai, kepada semua orang agar supayamdiakukan
pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkenurut
teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanadalah
mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan ataoahan
calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yangh tela
direncanakannya.

Teori relatif dengan aspek menakutkan (menjerakan)
bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakati jahat
calon penjahat yang secara potensial dapat bejabat. Teori
relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebitderung ke
segi proses paksaan psikologis, dengan maksudsagmnjahat
menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka ysecpra
potensial dapat berbuat jaHt.

Ancaman pidana bukan suatu yang konkrit, yang rdenja
sesuatu yang konkrit ialah pidana yang diputuskdragai sanksi

atas suatu pelanggaran, misalnya dalam undang-gnpaiana

" Djoko Prakoso, Nurwachi@p.Cit, him. 20.
18 Emilinianus Afendi Laggytibid.
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ditentukan suatu pidana mati, sedangkan perbuaag sungguh-
sungguh i concretg dilakukan hanyalah suatu kejahatan ringan
saja. Oleh karena suatu ancaman pidana hanyalahtgegang
abstrak, maka dengan sendirinya sangatlah sukaik ugtlebih
dahulu menentukan batas beratnya pidana yang digaceitu’®

3) Teori Menggabungkan

Teori menggabungkan berasal dari keberatan-kelperata
terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuangypada
dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan memperkaiman
ketertiban masyarakat, yang diserang secara kosibatengan
menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa hiengkan
unsur yang ad®.

Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut @ari
relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan téfektuk
menekan statistik kriminalitas. Pendekatan alirammikologi
cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari $egnceptual
concritization” yakni pidana mati harus disesuaikimngan pola
perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial dikain
masyarakat. Kajian ini berusaha meneropong kejahatari

pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, ioogis,

19 Djoko Prakoso, Nurwachi@p.Cit, him. 21.
% 1bid, him. 24.
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ekonomi, politik, dan nilai nilai budaya yang tethplup dalam
masyarakat®

Namun pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah:
a) Pembalasarrévenge)

Dalam masyarakat primitif unsur pembalasan seradg k
terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang ddruah suku
maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya
pembalasan seperti yang pernah terjadi perang aukara
suku Sampit dengan suku Madura.

Pembalasan dipandang sebagai suatu harmonisasi
kepentingan yang trans-egoistis atau diatas keypmani
sendiri?® Sebab teori pembalasan hanya melihat pidana dalam
kaitannya dengan masa lampau, tidak dalam pentgiéan
dengan masa depan si terpidana.

b) Penghapusan dosexpiatior)

Menurut tradisi Kristen-Judea, tujuan ini merupak&ar
dari pemikiran religius yang menginginkan adanya
keseimbangan antara pidana sebagai penderitaarlakup
dengan penghapusan kesalahan.

c) Menjerakan (ettereny

2 Emilinianus Afendi Laggutibid.
22 Andi Hamzah, A. Sumangelipdp.Cit,him. 16.
% J.E Sahetapp.Cit,him. 207
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Alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau
membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyedrabk
manusia yang berpikir secara rasional untuk barpi&mbali
mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy
Bentham dari Inggris dan ahli kriminoogi Cesare IBe@
adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangatartg
untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakiEmapi
terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

d) Perlindungan terhadap umurprotection of publig

Yaitu dengan cara mengisolasi penjahat dari makgara
yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatamd
masyarakat berkurang.

e) Memperbaiki si penjahatghabilitation of the crimingl

Yakni memasyarakatkaterpidana dengan mengadakan

pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; dan

membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
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2. Pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia

1)

No. Undang-Undang Pasal
1. | Kitab Undanrundang Hukun| Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 1
Pidana (KUHP) ayat(3), 340, 365 ayat (4), 444, 124
bis,127, 129, 368 ayat (2)
2. | Kitab Undan-rundang Hukun| Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, F
Pidana Militer (KUHPM) 68, Pasal 73 Ke -1,Ke-2, Ke-3 dan
Ke4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke2, Pasal
76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan
Ke-2, Pasal 109 Ke-1dan Ke-2,
Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat
(1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) kel
dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat
dan(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2),
dan Pasal 142 ayat (2)
3. |UU No 12 Tahun 1951 Tental| Pasal 1 ayat (
Senjata Api
4. | Penetapan Presiden Ndahun1959 | Pasal
Tentang Wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dalam
hal memperberat ancaman hukuman
terhadap tindak pidana yang
membahayakan pelaksanaan
perlengkapan sandang pangan
5. | Perpu No 21 Tahun 1959 Tente| Pasal 1 ayat (1) dan
memperberat ancaman hukuman
terhadap tindak pidana ekonomi
6. | UU No 11/PNPS/1963 Tental Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pas:
Pemberantasan Kegiatan Subvers) ayat(1)
7. |UU No 31/PNPS/1964 Tental| Pasal2
Ketentuan Ketentuan Pokok Tendaga
Atom
8. |UU No 4 Tahun 1976 Tenta | Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan
Perubahan dan Penambahan
Beberapa Pasal dalam KUHP
bertalian dengan Perluasan
Berlakunya Ketentuan Perundahg
undangan Pidana Kejahatan
Penerbangan dan Kejahatan
terhadap Sarana / Prasarana
Penerbangan
9. |UU No 5 Tahun 1997 Tentar| Pasal 59 ayat (
Psikotropika
10. | UU No 22 Tahun 1997 Tentai| Pase 80 ayat (1), (2), (3) Pasal
Narkotika ayat (1), (2), dan (3)
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11. | UU No 31 Tahun 1999 Tentai| Pasal 2 ayat (
Pemberantasan Korupsi

12. | UU No 26 Tahun 2000 Tental| Pasal 36, 37, 41, 42 ayat
Pengadilan HAM

13. | UU No 15 Tahun 2(3 Tentanc| Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15,
PemberantasanTindak Pida‘na

Terorisme

1. Pidana Mati di dalam KUHP
KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkarpigana

mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat\saj@ dimaksudkan

dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil me}sid

b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk lsernaun atau
berperang, jika permusuhan itu dilakukan ataupadang)

c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)

d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kemgjaranegara
sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)

e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)

f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yangakibatkan
luka berat atau mati)

g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang

mengakibatkan luka berat atau mati)
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h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungangy
mengakibatkan kematiaf).
2. Pidana Mati dalam perundang-undangan di luar KUHP
Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHRlang-
undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengantang
pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :

a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 fgntan
wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan ¢entan
memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pigang
membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandangpanga

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana
termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun
1955(Lembaran Negara tahun 1955 No0.27), tindak méda
seperti termaksud dalam Peraturan Pemberatasan psru
(Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Perpu/0a53)
dan tindak pidana yang termuat dalam itel 1 danKWHP,
dengan mengetahui atau patut harus menduga, bamgak
pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananyagoam
pemerintah, yaitu:

a) Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu
sesingkat-singkatnya

b) Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara

c) Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekurdan
politik (Irian Barat)
Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-
kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya duaupubhun,
atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati

24 Andi Hamzah, A. Sumangeliftidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini danrdasa
depanJakarta : Ghalia Indonesia, 1984, him. 18
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Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 rignta
memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pelamomi.

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menutkan
kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakaaka
pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahduoiran
denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapéatam
undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”

Ini artinya delik ekonomi yang dapat memperberatiapa
sehingga menimbulkan kekacauan dibidang perekomomia
diancam dengan pidana mati.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 taB54 lentang
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

“tanpa hak memasukkan, mencoba, memperoleh, meaiguas
senjata api, amunisi dan bahan peledak diancamr@daati”

Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 196trgn
pemberantasan kegiatan subversi.

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana seperti yang
dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1,2,3,4 dan &dgat
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seurigiup
atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua pulahyn.

(2) Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang
dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidarsi,
pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya(da
puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (fmduh juta
rupiah).

Pasal 23 Undang-Undang no. 31 tahun 1964 tentatentkan

pokok tenaga atom.
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“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang
dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana atati
pidana penjara sementara selama-lamanya lima b&dasin
dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatarsebut
dalam pasal 35 KUHP”
Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahuf fiitang
Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidaatadalam
pasal 23 ayat (4) sebagai berikut :

“ Secara melawan hak membawa, mengirim, mengaragkut
mentransit narkotika”

Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam derdmrapnati
perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23(&yaebagai
berikut :
“Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima,
menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, aden;]
perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.”
Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahataarpangan
dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbdvigagenai
ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangarhataja
terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUWiR gada
pasal 479, yang berbunyi sebagai berikut :
“(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidupawat
pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dpabi
perbuatan dimaksud pasal 479 huruf I, pasal 479am plasal
479 huruf nitu :
a.dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,
b.sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,

c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,
d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.
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(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang
atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun
(Undang-Undang No. 4 tahun 1976).

3. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati
Metode Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaésa
hukuman mati seperti pancung kepala di Saudi Ardaralran; sengatan
listrik di Amerika Serikat digantung di Mesir, Irakran, Jepang,
Yordania, Pakistan, Singapura; suntik mati di Tkolg Guatemala,
Thailand, Amerika Serikat; tembak mati di Tiongk&@gmalia, Taiwan,
Indonesia, dan lain-lain; rajam di Afganistan, Iran
Tata cara yang masih dipraktekkan didunia untuk ghekum
mati terpidana adalah: digantundnafiging, dipenggal pada leher
(decapitation, ditembak mati ghotting, disetrum listrik €lectrocution
atauthe electric chaiy, dimasukkan dalam ruang gam$ chambgrdan
disuntik mati [ethal injection).?
Dalam UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksadaknman
Mati menyatakan :
Pasal 1:
"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hulasara
pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadil

maka pelaksanaan pidana mat, yang dijatuhkan oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum dan perfadil

sun SunatrioMajalah Kontitusi no.25%disi oktober-nopember 2008, Jakarta: Konstitusi
Press, 2008, him. 49
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militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, umah
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.”

Pasal 14 ayat (3):
“Dengan menggunakan pedangnya sebagai syarat, Kdaran
Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap,
kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia
memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung
terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke Hbawa
secara cepat, dia memberikan perintah untuk menkrhba
Pasal 14 ayat (4):
“Apabila setelah penembakkan itu, terpidana masih
memperlihatklan tanda-tanda bahwa dia belum matakan
Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintaga R
Penembak untuk melepaskan tembakkan pengakhir denga
menekankan ujung laras senjatanya pada kepala dana
tepat dia atas telinganya.”
a. Ditembak sampai Mati
Pengertian “ditembak sampai mati” sebagaimana dadiam
Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah ditembakt tgada
jantung terpidana mati. Hal ini berdasarkan asubagiwa jantung
sebagai tanda hidup yang utama dalam kehidupan si@anonaka
tembakkan tepat pada jantung manusia adalah sagaransangat
mematikan dan dapat mempercepat proses kematian.
Akan tetapi jika ternyata setelah ditembak jantyagn

terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belunti, niearu

kemudian ditembak pada bagian kepalanya. Tembag&éda bagian
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kepala ini sebagai tembakkan pengakhir (pamungkasgna itu,

Pemerintah memaknai tembakan di kepala terpidatiaderagan:

1) Tembakan tepat pada jantung terpidana mati addfzdmstkan
mematikan.

2) Tembakan tepat pada kepala terpidana mati tidakrldigan,
apabila tembakkan jantung langsung mematikan tengiagnati.

3) Tembakkan tepat pada kepala terpidana mati dilakigedagai
tembakan pengakhir dan hanya dilakukan apabila d@kkamn
pada jantung tidak langsug mematikan (atau masgh tadda-
tanda belum mati).

4) Tembakkan tepat pada kepala terpidana mati sebaméakkan
pengakhir tersebut, dimaksudkan agar terpidana rdék
mengalami proses sakit yang terlalu lafha.

b. Suntik Mati *’

Suntik mati sudah banyak dipakai di negara di dumiadan
menurut ahli ada beberapa yang harus dikritisiADierika Serikat
yang melakukan bukan dokter dan bukan perawat. Otdter dan
perawat terikat oleh etika sehingga yang melakukdalah orang-

orang yang terlatih.

26 pytusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-VI/2008
27 Sun SunatrioQp.Cit, him. 57
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Hal demikian merupakan kelemahan tetapi andaikah h
tersebut benar, prosesnya adalah terpidana maisalig dua infus
melalui vena, satu bagian sebagai cadangack(up kemungkinan
satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Setafdsahg infus
dengan Na Sl fisiologis kemudian dimasukkan obaits byang
namanya Topental sebanyak 5 gram. Perlu diketatalgu ahli
membius hanya untuk sekedar membuat tidur maka ahany
membutuhkan dosis kira-kira ¥4 (seperempat) granpaafm 3 gram.
Dengan demikian dosis 5 (lima) gram hampir dipastilkan terbius,
apalagi dosisnydoxic artinya orang yang diberikan dosis 5 (lima)
gram tersebut langsung pingsan dan langsung nafdmsrenti.

Setelah nafasnya berhenti dan pingsan dimasukkainkelua
yaitu obat yang melemaskan otot-otot yang namaRgaulon
diberikan sebanyak 8 (delapan) miligram yang bigsamiosis yang
dipakai adalah 4 milligram untuk orang dewasa. en§ (delapan)
milligram sudah pasti semua otot rangkanya berhéitidt rangka
adalah otot lurik yaitu otot yang diperintah tetapdt polos dan otot
jantung tidak berhenti.

Andaikata terjadi kesalahan oleh karena yang meikybokan
ahlinya maka obatnya bisa keluar. Kalau obatnyaudkeldan
menembus otot bisa sakit sekali tetapi dalam walkdoerapa menit

terpidana akan lemas, tidak kelihatan sakitnya wyala mungkin dia
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masih sadar karena dosisnya kurang. Sebab orargy panjelang
kematian sangat tegang sekali dan dosis adrenafig dikeluarkan
tubuh tinggi sekali, sehingga susah ditidurkan mifyagkan orang
biasa.

Jadi, ada kemungkinan orang tersebut masih sadamdaurut
penelitian di Amerika ada beberapa yang kemungkimasih sadar.
Kalau orang tersebut belum terbius maka akan mieaagasada waktu
otot menjadi lemas, tidak bisa bernafas, perasaatargekik sehingga
mengakibatkan tersiksanya terpidana mati.

Obat ketiga yang disuntikkan adalgbotassium chloride
(potasium klorida) dengan dosis 50 (lima puluh) ogaksudnya
supaya jantung berhenti. Jika pada waktu disumikmtasium
klorida terpidana belum tertidur maka akan dirapakakit sekali
seperti serangan jantung karena mekanismenya satba tydak
adanya oksigen dalam jantung. Mengenai adanya oyang masih
sadar ketika disuntik potasium klorida juga diyakateh majalah
Land Health di Amerika Serikat bahwa setelah meksarikadar
benetol dalam darah diyakini ada beberapa yang knusgkali sadar.

Dibandingkan dengan tata cara hukuman mati yanmmyai
disuntik mati kelihatannya lebih elegan. Asal benaranya. Akan
tetapi agak sulit oleh karena dokter dan peraveaktiboleh terlibat

dalam proses tersebut, kecuali jika nanti ada raib.
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c. Pancung atau dipenggal leher

Dipenggal leher memiliki rasa sakit hanya sebeyd#u dalam
hitungan detik antara 7 (tujuh) sanpai 12 (dua d)etietik. Kalau
ditembak mati memiliki waktu bervariasi. Jika tidedckena jantung
bisa setengah jam tetapi kalau tepat terkena jgngtandalam waktu 7
(tujuh) sampai 11 (sebelas) detik. Dengan demikisembak mati
yang terkena jantung dan dipenggal leher memilikikw yang

sama’®

. Gantung (Hanging)

Merupakan keadaan dimana leher dijerat dengannikalaya
jerat ikatan tersebut memanfaatkan berat badarmtataw kepal&’

Cara digantung kalau dilakukan secara benar yaisisptinggi
rendahnya dan talinya juga harus diukur ketepatnsghingga
mengakibatkan patah leher. Maka waktu yang dib@wnhkama
dengan dipenggal leher, tetapi kenyataannya jaeajaygli oleh karena
mungkin ototnya kuat sehingga tidak langsung patah akhirnya
hanya seperti orang dicekik.

Kalau orang dicekik, maka akan tetap sadar kira-kampai 5

(lima) menit kemudian pingsan sehingga bisa meeasdkn meronta-

2 |bid

% p Vijay ChadhaQp.Cit, him. 103
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ronta serta mungkin membuang air besar, mata nielwtah terjulur
dan sebagainy®.

Pada pelaksanaan hukuman gantung, kematian teigadjan
seketika. Pada korban yang dihukum gantung, kegdatali yang
menjerat leher cukup panjang, kemudian korbanngaraetiba-tiba
dijatuhkan dari ketinggian 1, 5 — 2 m. Maka akanngakibatkan
fraktur atau diskolasi vertebrata servikalis yakgramenekan medull
oblongata dan mengakibatkan terhentinya pernafd&iasanya yang

terkena adalah vertebrata servikalis ke-2 dan Ke-3.

B. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian, dasar dan tujuan Jarimah
a. Pengertian Jarimah
Hukum Pidana Islam sering disebut dalam figh derigalah
jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut
dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupdiamuk verbal
noun(mashdar) dari kata jana.
Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atawahgsal
sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atabugem salah.

Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberppagertian,

30 Sun Sunatri®p.Cit,him. 57
31 p. Vijay ChadhaQp.Cit, him. 106
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seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdalhvia jinayat
adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' bailbuaéan itu
mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dailalis
Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorai@ganBa
pengertian tersebut terbatas pada perbuatan ykrgrdj. Di kalangan
fugoha’, perkataan Jinayat berarti perbuatan-p&bugang dilarang
oleh syara'. Meskipun demikian, pada umunya fugoteiggunakan
istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatang yterlarang
menurut syara' dan mengancam keselamatan jiwartisppeukulan,
pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapabh&igqyang
membatasi istilah jinayat kepada perbuatan -pednugang diancam
dengan hukuman hudud dan gishash, tidak temasddugan yang
diancam dengan ta'zir.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayatlau jarimah,
yaitu larangan larangan syara' yang diancam Alkgdn hukuman
had atau ta'zir.

Sebagian fugoha menggunakan kata jinayat untukup&ahb
yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badaperti
membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan damiistilah
figh jinayat sama dengan hukum pidana. Halimanrdalgertasinya

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidatem
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syari‘at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukumasSyang melarang
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan ggdaan terhadap
ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman bergralepitaan
badan atau harfA.

Yang dimaksud denggarimah ialah larangan larangan Syara’

yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman hadtatzin.*®

Secara bahagarimah mengandung pengertian dosa, durhaka.
Larangan-larangasyara’ (hukum Islam) yang diancam hukumiaad
(khusus) atatakzir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum
syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapatanaam
hukuman.

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentulakoiean
perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukarnusparbuatan
yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang diaranisalnya
seorang memukul orang lain dengan benda tajam ryeemgjakibatkan
korbannya luka atau tewas. Adapun confjaiimah berupa tidak
melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan isdsleorang tidak
memberi makan anaknya yang masih kecil atau sewaami yang

tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya

32 Aya Nofa,Pengertian Jinayataya-nofa.blogspot.com, diakses tanggal 13 Peb20a9
% Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta : Bulan Bintang, 1967, him. 1
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Dalam bahasa Indonesia, kgamah berarti perbuatan pidana
atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunad@magai padanan
istilah jarimahialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fukaha (ki)
istilah jarimahpada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran
terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang olehra’sydaik
mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayata panumnya
digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggamg mmengenai
jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan mehrkggota

badan tertentu.
Kata jinayat' < b L adalah jamak dari kata “jinayat’fté L
kata itu lebih mengena pada penggunaan kata “Qailén atau “Qat-

an” kb atau pula “Jarhan > 3

Dalam KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), &pat
tiga macam penggolongan tindak pidana, yang didasakepada
berat ringannya hukuman yajtnayah, janhahdanmukhalafah
Jinayahialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman
mati (i'dam) atau kerja berat seumur hid@gsyghal syaggah mu-
abbadal) atau kerja berat sementarasyghal syaggah almuag-

gathah)atau penjara (pasal 10 KUHP RPA).

34 Imron Abu Amar Fathul Qorib(terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, him. 110
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Janhahialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman
kurang lebih dari satu minggu atau denda lebih daratus piaster
(girsy = satu pound RPA) (pasal 11 KUHP RPA)

Mukhalafah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan
hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu dakuman denda
tidak lebih dari seratus piaster (pasal 12 KUHP RPA

Dalam istilah fugoha, ketiga macam tindak pidanaseteut
dinamakan jinayah, sebab yang menjadi perhatiaa paeteka ialah
sifat kepidanaannya sedang dalam KUHP RPA yang adenj
perhatian adalah berat ringannya hukuritan.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta’zir menjadi tigaitu :

1) Jarimah hudud dan gishash diyat yang mengandung shabhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggabagai
perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syjg@mbunuhan ayah
terhadap anaknya, dan percurian yang bukan hamtabe
Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling sdenderat dalam
hukum pidana Islam. la adalah kejahatan terhadperiteagan publik.
Kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatwng diancam
dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentgkediagai hak

Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukdmerarti bahwa

% Ahmad HanafiQp.Cit, him. 2
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baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan datidak mengenal
tingkatan®°

Kategori jarimah gishash.Sasaran dari kejahataradaiah integritas
tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. laritetdii apa yang
dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejah&tdmadap
manusia atau crime againts persons

Jarimah ta’zir dimana jenis jarimah dan sanksinggas penuh
menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kaimaden umat.
Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan ypaljng utama.
Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkumggdump, lalu lintas,
dan pelanggaran terhadap pemerintah laiffhya.

Dalam menetapkan jarimah ta’'zir, prinsip utama yarepjadi
acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umumelardungi
setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bph@yasamping
itu, penegakkan jarimah ta’zir harus sesuai dempgasip syar’i.

Hukuman-hukuman ta’zir banyak jumlahnya, yang dandhri
hukuman paling ringan sampai hukuman yang terbetakim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukumasetart, yaitu

hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah sentecibuatnya.

% Topo SantosoMembumikan Hukum Pidana Islam Penengakkan Syasktnt Wacana
dan Agendaakarta: Gema Insani, 2003, him. 22,
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Muhammad, Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zirzanikhan.multiply.com, diakses

tanggal 11 Pebruari 2009



45

Hukuman-hukuman ta’zir ditinjau dari segi tempat
dilakukannya hukuman, yaitu :

1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badaarsdpikuman
mati, dera, penjara dan sebagainya.

2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorbngan badannya,
seperti ancaman, peringatan dan teguran.

3) Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap hagseorang,
seperti diyat, denda dan perampasan Harta.

b. Dasar Larangan dan Hukuman

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemaealihara
kepentingan  masyarakat itu sendiri. Tuhan yang gagakan
larangan-larangan  (hukum-hukum) tidak akan men#&apat
keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimaaatiflak akan
menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai isend
masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat menapi&em masalah
akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentamgamgan akhlak
yang tinggi tentu diancam hukum@th.

c. Tujuan Hukum Islam

% Ahmad HanafiOp.Cit, him. 262
* Ibid, him. 4
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Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalahulant
memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untukgmredari
mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebeihdak
dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada
pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an datisHa&Dan
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia klaine&*°

Ada tiga tujuan pokok diterapkannya hukum Islamitdtea,
tujuan primer &l-dharury), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi
adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidedcapai akan
menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup mamigiunia dan
di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanisallicapai bila
terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disedudharuriyyat
al-khams atau al-kulliyyat alkhams(disebut pulamaqasid al-syari
"ah), yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telakepakati
bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga olebselkeuhan
agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: 1. Mdmagd agama; 2.
Memelihara jiwa; 3. Memelihara akal; 4. Memelih&eturunan dan

atau kehormatan, dan 5. Memelihara h&rta.

0 Fathhurrahman DjamilFilsafat Hukum IslamJakarta: Logos Wacana llmu, 1997, him.
125

“1 Abu Rokhmad Muzakislam dan Pidana Matiwww.wawasandigital.com, diakses tanggal
2 Agustus 2008
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Kedua, tujuan sekunder (akajiy), yakni terpeliharanya tujuan
kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kébntusekunder.
Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukarani agnusia,
namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Ketiggan tertier
(al-tahsiniyya}, yakni tujuan hukum vyang ditujukan untuk
menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksar@la yang
baik dan yang paling layak menurut kebiasan dangimadari hal-hal
yang tercela menurut akal seffat.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam sydsfam
adalah pencegahaar(ra’du wa zajru)dan pengajaran dan pendidikan
(al ishlah wat tahdzib).

Dalam hukum positif tujuan hukuman telah mengalami
perkembangan dan dibagi menjadi beberapd¥ase

1) Fase balasan perseorangan
Pada fase ini hukuman yang diberikan atau diserahka
oleh korban atau walinya tak memiliki batasan sgien
dikhawatirkan terjadinya pembalasan yang berlebiyemg
menimbulkan perang antar suku atau golongan.

2) Fase balasan Tuhan

*2 |bid.
3 Ahmad HanafiQp.Cit,him. 257
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Balasan dari Tuhan dimaksudkan agar pembuat
menyadari bahwa akan adanya balasan sesudah mati
sehingga pelaku kejahatan menyadari dan jera dengan
perbuatannya itu.

Fase kemanusiaan

Dalam fase kemanusiaan terdapat prinsip-prinsip
keadilan dan kasih sayang guna mendidik dan merapérb
pelaku kejahatan. Sebab tujuan dijatuhkannya hukuma
menurut Becharia adalah bukan penyiksaan dan psaebu
dosa akan tetapi menahan pelaku kejahatan mengulang
perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidakirmen
perbuatannya.

Fase keilmuan

Didasarkan pada tiga pemikiran yaitu:

Pertama, pencegahan khusus dan pencegahan umum.
Yang tujuannya untuk mencegah masyarakat dari ptabu
perbuatan jarimah dan pengulangan-pengulangan ktinda
kejahatan.

Kedua,yaitu dengan mngedepankan pengamatan ilmiah
dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataag y

terjadi.
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Ketiga,selain untuk memerangi jarimah yang ditujukan
pada para pembuatnya juga harus ditujukkan untuk
mencegah dan mengatasi sebab-sebab yang menimbulkan
jarimah tersebut.

2. Jarimah yang dikenai hukuman mati
Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat meibkeaia

kematian pelakunya terjadi pada tiga kasus.

OUas Jac i3 Ol Mas L+ A6 Uyl Whih Lo )31 3 oy

8k i (23
“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecualirkaa salah
satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, ziesiglah ihsan
(kawin) dan pembunuhan bukan karena pembunuhangoran
(bukan pembunuhan gisd$).

Umumnya Fugaha menyebut 6 macam: Sarigah, zinazafjad
hirabah, khamar, riddah. Ada yang menambah dengghab (berontak).
Abdullah An-Na’im dan beberapa pemikir modern mdmuyeempat yang
pertama saja. Menurut An-Na’im, Hudud hanya 4 macaja: Zina,

Qadzaf, Sarigah dan Hirabah.

a. Murtad ( Al-Riddah)

* Ahmad HanafiQOp.Cit., him. 267
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Diriwayatkan dari lbn Abbas bahwa Rasulullah SAWahe
bersabda: “Barang siapa yang menukar agamanya (dsiam
kepada agama yang lain) maka bunuhlah dia.

Makna Riddah menurut bahasa ialah kembali dari
meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lairBgdangkan
menurut syarak ialah putusnya Islam dengan niatrkberucap kufur
atau berbuat kufur, seperti sujud kepada berhalik, $ujudnya atas
dasar mentertawakan atau karena nekat atau jugagk&epercayaan
seperti mempercayai adanya dzat baru yang memiaumafa

Riddah ialah  keluar dari Islam baik dengan
perkataan,perbuatan maupun dengan keyakinan. Méaknggan
membayar zakat, puasa atau haji karena dianggag ti@jib atau
meyakini Muhammad dusta. Tapi keyakinan yang tidhg&ertai
perbuatan, belum dianggap murtad.

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman, yaitu

hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampda bandanya

sebagai hukuman tambat&n

S Imron Abu AmarOp.Cit,him. 161
6 Ahmad HanafiQp.Cit,him. 277
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Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agansariglu
dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yarsig-sia
amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itugenghuni
neraka, mereka kekal di dalamnf/a.

Mawlana Muhammad Ali dan Muhammad Hasyim Kamali
juga menyatakan bahwa murtad yang diancam dendamfan mati
adalah yang setara dengan desérsi

Hukuman mati dalam kasus murtad telah disepakafpata
keraguan lagi oleh keempat Mazhab Hukum Islam. Narkalau
seseorang dipaksa mengucap sesuatu yang beratidragdangkan

hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan demildadia tidak

akan dihukum murtatf’
i i35 oy fseht 55 ¢
et 12 405 Al e b gilad i Ky £ 53

o

—t%

o ) g 3 ey 5

" Departemen Agama Republik IndonegihQur'an dan terjemahSemarang: Tanjung Mas
Inti, 1992, him. 53.

8 Rusdji Ali Muhammad Diyat dalam perspektif Islandisampaikan pada acara seminar
yang yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Aaditidl Monitoring Independent (AJMI) pada 8-9
Mei 2007 dan 7-8 Agustus 2007, di Banda Aceh, demisar yang diselenggarakan oleh ICTJ
Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Pengungkdenéean dan Universitas Malikussaleh dan
Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala selamakhaledi Lhokseumawe dan Banda Aceh.

9 Abdur Rahman DoiTindak Pidana dalam Syariat Islamiakarta : Rineka Cipta, 1992, him.
73.
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%\ s el %o
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah diainban |,
kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinygapetenang
dalam beriman , akan tetapi orang yang melapangiadanya
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya da
baginya azab yang besat.
b. Zina
Zina ialah dosa besar yang paling besar setelalbyraman.

Juga ada pendapat bahwa zina itu lebih besar desday pada

pembunuhan.
‘%ﬁ‘ | %M £y kel O 3;\ S 1545 Y3

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya &in
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalang/burulkc*

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitwdera
(jilid), pengasingan (taghrib), dan rajam. Pelakoazyang sudah
kawin (muhsod?, sanksinya dirajam, yakni dilempari batu sampai

mati.

S, ~ T, w_ o0, z . T el 08w °o g E
MY}WL&QY&MQJMP:)\Q.G-

-

*0 Departemen Agama Republik Indone €, Cit, him. 418

> |bid,him. 429

%2 Zina muhson ialah zina seorang laki-laki atau p@ean yang memenuhi syarat-syarat :
Sudah dewasa, berakal sehat, merdeka, wujudny&damaorang Islam atau Kafir Dzimmi dalam
ikatan pernikahan yang sah. Bagi Imam Malik dannm#bu Hanifah menambahkan syarat lagi, yaitu
masing-masing harus Islam agamanya.
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Adapun hukuman zina mukhson vyaitu dirajam (dilempar
dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kek#gil dan pula
dengan batu besat.

Karena biasanya keihsanan orang yang sudah kawpat da
menjauhkan pemikiran untuk menghindari dari kenitemaina. Akan
tetapi jika dia masih memikirkan hal itu, maka &yt mendapatkan
hukuman yang berat.

Ketentuan tersebut telah menunjukkan atas keadian
kebijaksanaan. Menurut Syari'at Islam contoh yanguk tidak
berhak hidup, karena Syari’at Islam ditegakkan kéagamaan akhlak
dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.

Para fugoha selain golongan Khawarij sudah bulatigeatnya
atas adanya hukuman rajam, karena hukuman terspéutah
dijatuhkan oleh Rasulullah saw, dan oleh sahalietkss
sepeninggalnya.

Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat kawin)ylaasiapat
dilakukan setelah melalui proses pembuktian yangtkeehingga
dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman init ddipaung
dengan jari.

c. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan ada tiga macam :

%3 Imron Abu AmarOp.Cit, him. 136
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a. Benar-benar disengaja. Katsé adalah masdar darides

sewazan dengan= 2 .Adapun artinya ialah sengaja.
b. Benar-benar tidak sengaja.

c. Disengaja, tapi salat.

O’“?‘/ w - g e/fg * /‘/' /}f °% Z 94 1 -0 o -
- e 4 d . 0l
J3saall (J5 (o) O Wl e 238 5¢8 Jadh Lags L) 0
2

Barangsiapa menyerang seorang mukmin dengan perhbonu
maka ia harus dijatuhi gisas karena pembunuhanrkguali
kalau wali (keluarga) korban merelakannya.

Lkl (sh 336 151 By ¢ i o daB 4 A g o

%

RV FA[ERPER T

Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka kgargyya

ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka merelengambil
gishash dan kalau suka maka mereka menerima diyat.

Di dunia ini seluruh agama memandang hidup maracddah

sangat berharga sehingga jika membunuh satu om@agdsanggap

telah membunuh semua orang dan sama halnya jikg yeah

menyelamatkan hidup seseorang dianggap seolah-daklhh

menyelamatkan hidup seluruh manusia yang ada dadun

** Imron Abu AmarOp.Cit,him. 110
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"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani lIsrail, hvea:

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, buken&a
orang itu orang lain , atau bukan karena membuatukakan
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunutusiea
seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kegiadu
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah mearalih
kehidupan manusia semuarfy2

Dalam Q.S Al An’am dijelaskan bahwa yang berhak
menentukan apakah seseorang berhak untuk dihilangkawanya
atau tidak, untuk terus hidup dan dengan mengabdikl orang lain
untuk hidup damai adalah sepenuhnya tergantung peenang
Qadhi. Dan dalam ayat ini diperintahkan agar meilngil kehidupan

manusia.

@

£10 a1 b... 3y ¥y b g5 1 dBi gl ;..

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharankdrat
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang
benar.”®

%5 Departemen Agama Republik Indone €, Cit, him. 164.
*® Ibid, him. 214.
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Orang boleh mencabut hak hidup sesorang dengan Haha
berikut:

a. Hukum balas (Qishash) yang dikenakan bagi sesegamghat yang
membunuh seseorang dengan sengaja.

b. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawarsuhn Islam.
Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejyang
terbunuh.

c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusalmaygodingkan
pemerintah Islamfgsal fil bidh).

d. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatutkuman Hadd
karena berzina.

e. Orang merampok/ membegal (Hirobah).

Perintah tentang Qishash dalam Al-Quran didasarkada
prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamadai tiehidupan

manusia, seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh:178

Sy 3y S @ fotadl (S 1T sl @

21305 3;.«5\; é\...:\& 9‘5«» 4...7\ u.n AJ 625« U.Q.Q G.:i)?b 6"&‘3 .\..ajb

P
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b N3 dag sl 43 ey 20 e CadSS D DLy 4l

" Abdur Rahman DoiQp.Cit.him. 19
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orangdeiea
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan avanit
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu
pema'‘afan dari saudaranya, hendaklah mengikutigdancara
yang baik, dan hendaklah membayar kepada yangberem
ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian ituladauatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Baszagp
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya sjiksg
sangat pedih™®®
Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi kengerismPalasan
dendam yang berkesumat dan dipraktekkan pada mahdgah atau
bahkan yang dilakukan dengan sedikit perubaharukgrdda masa
kitab kuning yang disebut masyarakat modern yangadad.
Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan raddakeyang
ketat, tetapi ia memberikan kesempatan jelas bagigmaian dan
kemampuan. Saudara lelaki yang terbunuh dapat nré@be
keringanan berdasarkan pada pertimbangannya yangar, wa
permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih i (dahak
terhukum)>®
3. Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Hukum Islam
Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman teddialah
untuk memberi pengajaran (ta’dib) dan tidak sampamnbinasakan. Oleh

karena itu dalam hukuman ta’zir tidak boleh ada @emgan anggota

badan atau penghilangan nyawa.

%8 Departemen Agama Republik Indone €, Cithim. 43
%9 Abdur Rahman DgDp.Cit,him. 25
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Akan tetapi para fugoha membuat suatu pengecudaanaturan
umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukumaati jika
kepentingan umum menghendaki demikian atau kalaubpeantasan
pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jakmbunuhnya; seperti
mata-mata, pembuat fithah dan residivis yang bexyah

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu penganuali
hukuman ta’zir, maka hukuman tersebut tidak bol@bertlas atau
diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti hal®ymah hukuman-
hukuman ta’zir yang lain dan penguasa harus mekantmacamnya
jarimah yang dijatuhi hukumdfi.

Abu Hurairah r.a menerangkan :

4§00 4 1 JB pog iy g e i o 1 o BA J 02
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“Nabi saw bersabda : Satu hukuman had yang dilakkan
dimuka bumi, lebih baik bagi penduduk bumi daripadereka
mendapat hujan selama empat puluh h&ri”

a. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam

0 Ahmad HanafiQp.Cit,him. 300
®1 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidigied§oleksi Hadis-hadis hukum Semarang :
Petrajaya Mitrajaya, 2001, him. 132
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Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yatan
ditentukan misal dilempar batu sampai mati atawajamn, dibalas
sesuai dengan cara membunuhnya atau di gishagt, mambunuh
dengan memukul menggunakan batu dibalas dengannuhbu
menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yangaddamisalnya
dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidupg adha yang tidak
ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah genge otoritas
yang menentukan.

Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidanatim
merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukur, m@panjang
tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman matig dilarang
menurut agama Islam dan tetap dilakukan dideparyanalsat luas
(on publig demi memberikan efek jeragwajir/detterent effeft
1) Pelaksanaan Rajam

Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan ghkam
dengan batu dan yang dikenakan ialah pembuat zitmsan, baik
laki-laki atau perempuan. Hukuman rajam tidak tefwan dalam
Quran dan oleh karena itu fugoha-fugoha Khawargak

memakai hukum rajam. Menurut mereka terhadap jdrima
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jarimah zina dikenakan hukuman jilid saja, baikagahya sudah
muhsan atau belum dan dipersamakan antara kedffanya.

Amir Asy Sya’by ra menerangkan :
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Syurahah seorang perempuan yang bersuami, namun
suaminya tidak berada ditempat karena pergi menarika
Syam. Ternyata Syurahah hamil. Majikannya membaavany
kepada Ali bin Abi Thalib dan melaporkan bahwa &ipah
telah berzina. Syurahah mengakui perbuatnnya. Al
mencambuknya 100 kali pada hari Kamis, dan merajamn
pada hari Jum’at. Ali menggali lubang untuk Syuraha
setinggi pusar. Amir berkata : saya ikut menyaksikali
berkata : Sesungguhnya rajam itu adalah suatu shnna

2 Ahmad HanafiOp.Cit, him. 267
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yang ditetapkan Rasulullah saw. Sekiranya pelaksana
hukuman ini oleh seorang saksi, orang yang memulai
pelaksanaan hukuman ini adalah orang yang menyaksik
perzinaan itu., diikuti dengan pelemparan batu. Nam
karena tuduhan perzinahan terhadap Syurahah adalah
karena pengakuannya sendiri, maka akulah (Ali) yang
mulai melemparinya. Ali melemparinya dengan sebuah
batu, barulah diikuti yang lain. Aku berada diargar
mereka. Kata Amir, demi Allah aku termasuk oranggya
menewaskannya. (H.R Ahmd)

Abu Hanifah dan golongan Hadawiah lah yang menaiapk
bahwa saksi pelapor yang memulai pelaksanaan hukuajam
(pelemparan batu). Penguasa harus memaksa snsaksilainya.
Namun jika perzinaan itu diakui sendiri oleh sigbel, maka
penguasa atau wakilnya yang memulai pelemparan, ladaw
setidak-tidaknya sang penguasa (hakim) hadir dallaksanaan
eksekusinya.

Asy-Syafi'y tidak mengharuskan hakim yang memulai
melempari batu, bahkan tidak mengharuskan hakimut toadir

dalam pelaksanaan rajaffi.

Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, menerangkan :
S ol GG 53 el OF il 28 815 o DI 38 g
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8 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidigie@p.Cithim. 134
*Ibid, him. 135
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Ma’iz ibn Malik Al Islamy datang menemui Nabi saand
berkata : Ya Rasulullah, saya telah berzina darasagin
anda mensucikan saya. Nabi menyuruhnya pulang.
Keesokan harinya dia kembali datang dan berkata: Ya
Rasulullah, saya telah berzina. Nabi kembali meunloya
pulang. Kemudian Rasulullah mengutus orang kepada
kaum Ma'iz dan utusan itu berkata: Apakah Kkalian
mengetahui ada gangguan akal pada diri Ma'iz? Apaka
kalian mengetahuinya selain dia seorang yang waras,
menurut pendapat kami dia seorang yang saleh. Keanud
Ma'iz kembali menemui Nabi untuk yang ketiga. Nabi
kembali mengutus orang untuk menemui kaum Ma'iz dan
menanyakan tentang pribadi Ma’iz. Mereka mengatakan
tak ada sesuatu yang menimpai Ma'iz dan tidak pula
akalnya. Maka ketika dia datang pada kali yang kestimn
Nabi memerintahkan agar Ma'iz dirajam, dan rajanu it
dilaksanakan. (H.R Muslim dan Ahm&d)

% 1bid, him. 139.
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Berbagai pendapat dikalangan para fugoha sehinggatd
disimpulkan sebagai berikut:
a) Rajam dilaksanakan dengan cara dilempari batu yang
diserahkan pada pertimbangan hakim.
b) Sebagian tubuh dibenamkan kedalam lubang.
c) Pelaksanaan hukuman rajam pada perempuan yangudihuk
rajam tidak boleh terbuka auratnya.

2) Pelaksanaan Qishash
Daa ). M @ pladl (SCle G 16T ol T g

(YVA

"Wahai orang-orang yang beriman gishash itu diw&gin
atas kamu karena pembunuha@l-Bagarah: 178

Tentang pelaksanaan gishash, fugoha sepakat bataa w
korban boleh mengambil salah satu dari dua hahagis atau
memberikan ampunan, dengan imbalan diyat atau ®@igpa

Menurut Malik, wali korban hanya diharuskan meng&mb
gishash atau memaafkan tanpa meminta diyat. Kefkalorang
yang membunuh itu memberikan diyat secara sukdreladalah

riwayat lbnul Qasim dari Malik. Dan pendapat itugau

% Departemen Agama Republik Indone€p, Cithim. 43.
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dikemukakan oleh Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auzadan
segolongan fugoh¥.

Berbicara tentang pelaksanaan gishash, para ularsalisih
pendapat mengenai itu. Ada pendapat yang mengatadawa
gishash orang yang membunuh adalah dengan cara sgang
dengan cara ia membunuh Kkorbannya. Misal, apabdla i
membunuh dengan cara menenggelamkan, maka ia dibunu
dengan cara ditenggelamkan. Begitu pula apabilameanbunuh
dengan cara dibakar, maka ia dibunuh dengan caaati pula.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat jika hal tersetiatas
menimbulkan penyiksaan yang berlangsung lama maka
hendaknya meng-gishosh dengan menggunakan pedarmgkah

lebih baik®®

%" lbnu RusydBidayatul Mujtahid, Analisa Figih Para Mujtahid (femah) Jakarta: Pustaka
Amani, 2007, him. 521.
% Ibid, him. 528.



